
KEKERASAN FISIK TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH 

TANGGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-

UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 

 

SKRIPSI 

 

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) 

 

Oleh 

Ira Fitria 

NIM : 13150026 

 

 

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAHZAB 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH 

PALEMBANG 

 

 

 

 











 

1 
 

Motto 

 

 

Kemarin Adalah Kenangan, Hari Ini Adalah Kenyataan, Esok Adalah 

Masa Depan. 

 

 

Masa Lalu Bukan Untuk Di Kenang Dan Ditangisi Tapi Untuk 

Dijadikan Pelajaran Agar Tidak Terulang Kembali. 

 

 

Melihat Seseorang Jangan Dari Tampilannya. Dan Janganlah Dari 

Apa Yang Dikatakan Orang, Tapi Kenali Dan Pahamilah Sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Persembahan 
 

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmad dan karunianya karena telah 

memberikan orang yang saya sayangi dan menyayangi saya. 

 

Mama dan Ayah…  Nurlela dan Ahmad Rivai 

Karena telah menjadi sahabat, teman berbagi, dan orang yang selalu bisa saya 

percayai. 

 

Dan teruntuk saudara-saudara saya… 

Rendi Andika, Beben Syahputra,dan Budi Risman 

karena telah menjadi saudara-saudara yang selalu bisa diajak bercanda meskipun 

terkadang kita bertengkar saling adu argument tapi sedikitpun tak pernah saling 

menyakiti. 

 

Orangtua dan Saudara (Keluarga) adalah anugerah yang tidak akan pernah bisa 

tergantikan posisinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Berdasarkan Surat Keputusan bersama mentri agama R.I dan mentri 

pendidikan dan kebudayaan R.I No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987, 

tanggal 22 Januari 1988. Berikut penjelasannya secara berurutan: 

 

A. Konsonan  Tunggal 

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dangan huruf latin 

Huruf Arab Huruf Arab Nama Huruf Latin 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di ص

bawah) 



 Dad D de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain „ koma terbalik (di atas)„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

 

B. Vokal 

 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

 

 



1. Vokal Tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

2. Vokal Rangkap  

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  

...َيْ   fathah dan ya  Ai a dan i  

....َوْ   fathah dan wau  Au a dan u  

 

Contoh: 

 kataba كتبَ 

 fa‟ala   فَ َ 

ككِ َ   zukira   ذُ

 su”ila   ذُ كِ َ 

 kaifa  كَْ  َ 

3. Maddah  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 َ  Fathah A A 

 Kasrah I I  كِ 

 Hammah U U  ذُ 



Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan huruf Nama  Huruf dan tanda  Nama  

 ... َ َ..  fathah dan alif atau 

ya  

a  a dan garis di atas  

... كِ   kasrah dan ya  I  i dan garis di atas  

...وذُ   Hammah dan wau  u  u dan garis di atas  

Contoh: 

 qala-   َ اَ 

  rama -   َ  مَ 

  qila -    كِْ َ  

 yaqulu-  يقَذُوْاذُ 

4. Ta’marbutah  

Transliterasi untuk ta‟marbutah adan dua:  

1) Ta‟marbutah hidup 

Ta‟marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, 

transliterasinya adalah “t”. 

2) Ta‟marbutah mati  

Ta‟marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 

“h”. 

Kalau pada kataterakhir denagn ta‟marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunkan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta‟marbutah 

itu ditransliterasikan dengan ha(h). 

Contoh 

 

  raudah al-atfal - َ وَْ  ذُ  اَ ْ  َ اذُ 



َ  ذُ  يْ َ ذُ    لذُ وَوَّ  al-Madinah al-Munawwarah -    لَ كِ

 talhah -    لَْحة

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah 

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang 

diberi tanda syaddah itu.  

Contoh: 

  rabbana- َ بوَّ َ 

اَ    nazzala -  َ وَّ

  al-birr -    ل رّ 

  al-hajj -   حَ رّ 

 nu‟ima -  ذُححِّ َ 

 

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , 

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.  

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan 

bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan 

yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.Baik diikuti huruf 



syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh :  

 (Ar-rajulu)   وَّ ذُ ذُ 

 (As-sayidu)  لوَّ وَّ ذُ 

 (As-syamsu)  لوَّلْ ذُ 

 (Al-qalamu)  قلََ ذُ 

يْ ذُ   (Al-badi‟u)  لَ كِ

 (Al-jalalu)  لَ اَذُ 

7. Hamzah  

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu 

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata.Bila hamzah 

itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

 

Contoh : 

 ta‟khuzuna  َ أذُ ذُ َ 

 ‟An-nau    وَّوْ ذُ 

ْ  ئٌ   Syai‟un وَّ

 Inna   وَّ 

 akala  كَ َ 

 



3) Penulisan Kata  

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

 

َ  لذُوَأَْ  ذُ   وَّ اكِ كِْ  َ   wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin   وَ  وَّ اوَّ

wa innallaha lahuwa khairraziqin 

 

  Ibrahim al-Khalil    بَْ  هكِْ  ذُ  ْ خَلكِْ  

    Ibrahimul-Khalil  

 

 
4) Huruf Kapital  

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaanhuruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya.Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awaldari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

 



- Wa ma Muhammadun illa rasl  

- Inna awwala baitin wudi‟a linnasi lallazi 

bibakkata mubarakan  

- Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‟anu  

- Syahru Ramadanal-lazi unzila fihl-Qur‟an  

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya 

memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga 

ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan. 

Contoh : 

- Nasrun minallahi wa fathun qarib 

- Lillahi al-amru jami’an 

- Lillahil-amru jami’an 

- Wallaha bikulli syai’in ‘alim 

 

 

5) Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu 

Tajwid.Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan 

pedoman tajwid. 

 

 

 



KATA PENGANTAR 
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ABSTRAK 
 

Skripsi yang berjudul Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Rumah 

Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 

2004 Dengan Fokus Masalah bagaimana hukum kekerasan fisik terhadap 

perempuan menurut undang – undang No. 23 Tahun 2004, dan bagaimana hukum 

kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap perempuan menurut hukum islam. 

Dengan menggunakan jenis metode library research (penelitian pustaka) 

yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas  pustaka baik yang bersumber dari 

data primer  seperti undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan Kitab Undang-

undang Hukum Pidana, ataupun data sekunder seperti buku, kitab atau majalah, 

sehingga hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan pembahasan, diperoleh hasil bahwa Kekerasan rumah tangga tidak 

dibenarkan ataupun dilarang oleh hukum Islam. 

Islam sangat memperhatikan perlindungan bagi setiap individu Karena 

Konflik dengan kekerasan yang bermuara pada penganiayaan tidak hanya terjadi 

di antara individu yang tidak saling mengenal atau tidak memiliki hubungan 

darah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

  PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hakikatnya manusia adalah makluk individu yang tidak terlepas dari aspek 

social.Namun tidak selamanya kehidupan manusia dapat terpenuhi dengan 

kehidupan berkelompok, perbedaan kepentingan dari setiap individu seringkali 

menimbulkan pertentangan antara individu satu dengan individu lainnya.Keadaan 

ini dapat menyebabkan terganggunya ketertiban umum, keamanan dan 

keselamatan masyarakat.Pertentangan antar individu tidak jarang terjadi dalam 

bentuk konflik fisik yang berhubungan dengan hak hidup manusia (nyawa, tubuh 

serta kehormatan).Tindak kekerasan yang berhubungan dengan hak hidup 

manusia (nyawa dan tubuh) pada wilayah hukum Indonesia diatur dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).Salah satu perbuatan pidana yang diatur 

dalam KUHP dan sering terjadi serta dialami oleh manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. 

Konflik dengan kekerasan yang bermuara pada penganiayaan tidak hanya 

terjadi di antara individu yang tidak saling mengenal atau tidak memiliki 

hubungan darah.Konflik juga bisa terjadi antara manusia yang memiliki hubungan 

darah bahkan dalam lingkup keluarga dekat.Misalnya seorang suami, bisa saja 

berkonflik dengan istrinya atau sebaliknya.Dan sudah menjadi rahasia umum, 

bahwasannya konflik juga dapat terjadi antara individu orangtua baik itu ayah 

ataupun ibu dengan anak-anaknya.Dalam konflik tersebut tidak hanya terjadi pada 



tataran perselisihan lisan, namun juga disertai dengan kekerasan terhadap 

fisiksalah satu pihak. 

Di dalam konsep pernikahan berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan,
1
 mengartikan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan 

lahir dan batin yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang 

bahagia dan kekal abadi dengan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.Karena 

pernikahan adalah jaminan atas keberlangsungan peradaban umat manusia di 

muka bumi.Tanpa adanya pernikahan, maka manusia kehilangan jati dirinya dan 

derajatnya selevel dengan hewan-hewan melata.Meski banyak umat yang ingkar 

kepada ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, namun tetap saja mereka 

hidup dalam ikatan pernikahan, dan ikatan itu merupakan syariat dari Allah. 

Al-Qur‟an sebagai  pedoman umat manusia dalam menjalani kehidupan. 

Yang di dalamnya terdapat aturan - aturan hukum, akidah dan akhlak, sehingga 

mengatur interaksi manusia dengan Tuhannya (Hablumminallah) dan interaksi 

sesama manusia (Hablumminannas), disamping itu ada Hadits Rasulullah SAW 

untuk menginterpretasi lebih lanjut terhadap makna yang dikandung oleh Al–

Qur‟an itu sendiri.Perempuan didalam kehidupan berumah tangga sesungguhnya 

menempati posisi yang sangat penting dalam menentukan  jati diri sebuah bangsa. 

Sebab di dalam sebuah rumah tangga itulah para calon generasi penerus itu 

dilahirkan sekaligus dipersiapkan.Biasanya, pernikahan yang baik akanditeruskan 

                                                           
1
 Undang-undang  No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan 



dengan kehidupan rumah tangga yang baik pula.Maka hasilnya adalah lahirnya 

generasi yang sehat jasmani rohani dan siap menjadi generasi penerus. 

Membangun keluarga yang baik merupakan dambaan setiap orang.Untuk 

mewujudkan cita-cita ini setiap anggota keluarga atau rumah tangga harus 

menjalankan peranannya sesuai dengan posisi.Perempuan memegang peranan 

yang sangat penting dalam kesejahteraan dan kebahagian rumah tangga.Namun 

tak jarang perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak layak dari suaminya 

ataupun orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat. 

Perempuan kerapkali dianggap sebagai mahkluk yang lemah dan lebih 

rendah dibandingkan laki-laki. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap 

korban tindak kekeraan (fisik, psikis, seksual ataupun penelantaran rumah tangga) 

dapat diberikan hukuman melalui UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDKRT) dan Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP)  yang menyangkut perkosaan 285 KUHP, dan ketentuan yang 

menjelaskan tentang penganiayaan diatur dalam pasal 351-358 KUHP, merupakan 

hak dari setiap perempuan yang menjadi korban. 

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga yang telah di sahkan pada 22 September 2004 lalu, secara tegas melarang 

tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang-orang dalam rumah 

tangga, yang di maksud disini bukan hanya suami, istri, dan anak saja. Tapi juga 

orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, 

perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian ataupun orang yang menetap 

dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga 



dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam 

rumah tangga yang bersangkutan. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan adalah perbuatan 

seseorang atau kelompok yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau 

menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
2
 Pengertian kekerasan 

dalam rumah tangga menurut UU penghapusan dalam kekerasan rumah tangga 

No. 23 Tahun 2004 pasal 5 dan 6 adalah segala bentuk baik kekerasan fisik, 

psikis, seksual, ataupun penelantaran rumah tangga, yang mengakibatkan rasa 

sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dan apabila tindak kekerasan itu telah terbukti 

benar adanya di muka persidangan maka pelaku tindak kekerasan itu dapat 

dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling 

banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan apabila korban mendapat 

jatuh sakit atau luka berat maka hukumannya adalah pidana penjara paling lama 

10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta 

rupiah), namun jika perbuatan kekerasan mengakibatkan matinya korban. Maka 

hukuman yang diberikan ialah pidana penjara paling lama 15  (lima belas) tahun, 

atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), akan 

tetapi bila tindak kekerasan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari, 

dipidan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 

5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3
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Dan Islam dalam Q.S Al-Hujurat (49):13 telah menawarkan suatu konsep 

kesetaran gender, di mana hanya ketaqwaan lah yang membedakan setiap manusia 

di hadapan Allah SWT. Dengan konsep semacam itu, tentunya akan timbul 

penyetaraan hak dan kewajiban yang sama yang dimiliki oleh manusia baik laki-

laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang 

sama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan berbuat kebaikan dalam 

kehidupan di muka bumi seperti yang tertuang dalam Q.S An-Nahl (16):97. Al- 

Qur‟an  adalah kalimat, perkataan, perintah, larangan, seruan Allah yang 

diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW, melalui perantara malaikat jibril dan 

dituliskan mushab, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. 

Hukum-hukum Al-Qur‟an dibagi menjadi dua. Pertama, hukum untuk 

menegakkan agama, yang meliputi  soal-soal kepercayaan dan ibadat. Kedua, 

hukum-hukum untuk mengatur Negara dan masyarakat serta hubungan 

perseorangandengan lainnya, yang meliputi Hukum-hukum Keluarga, 

Keperdataan, Kepidanaan, Kenegaraan, Internasional, dan sebagainya. Dalam 

Islam dijelaskan berbagai norma / aturan / rambu-rambu yang mesti ditaatioleh 

setiap mukalaf, hal ini telah termaktup dalam sumber fundamental Islam, 

termasuk juga mengenai perkara jarimah atau tindak pidana dalam Islam, Allah 

SWT berfirman bahwasanya “di dalam qishaash  itu  ada  (jaminan  

kelangsungan)  hidup  bagimu,  Hai  orang-orang yang berakal, supaya kamu 

bertakwa.”diantara sekian banyak ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur‟an 

mengenai hukum pidana Islam agar menaati hukum Allah SWT, salah satunya 

adalah  : 



﴾١٧٩وَ ك   ي   قص ص ح    ي   و ي  اْ ل ب  فلك   تقو  ﴿   

 Kekerasan dalam rumah tangga termasuk tindak penganiayaan terhadap 

tubuh semi sengaja dikarenakan adanya factor pemukulan yang dilakukan suami 

kepada istri, dalam Islam disebut jarimah diyat (hukuman tindak pidana atas 

pelanggaran yang bersifat pengerusakan badan atau menghilangkan nyawa). 
4 

Pada dasarnya kekerasan tidak hanya terjadi pada istri atau anggota inti dari 

sebuah keluarga, seseorang yang bekerja dirumah (asisten rumah tangga) pun 

banyak mengalami kekerasan dan sering kita lupakan bahwa asisten rumah tangga 

merupakan anggota keluarga yang harus di lindungi oleh hukum dan di 

perlakukan layaknya manusia. Karena terkadang perlakuan yang di terima oleh 

mereka sangatlah tidak pantas dan mengarah kepada perbuatan yang dapat di 

kategorikan kekerasan. 

Jika melihat banyaknya permasalahan bangsa dari kacamata media, akan 

mendapati sekian masalah yang sama dan terus berulang, mulai dari krisis 

ekonomi yang berkepanjangan, krisis politik yang berkelanjutan, kerusuhan 

hingga perseteruan antar kelompok, golongan maupun aparat Negara.Masalah 

sosial juga selalu menjadi topik yang hangat untuk di bicarakan misalnyamasalah 

kemiskinan, pornografi, peredaraan dan penyalagunaan obat-obatan terlarang, 

serta sekian banyaknya kasus kekerasaan yang kerap terjadi belakangan ini. 

Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan adalah salah satu 

kasus yang paling dominan dan banyak di jumpai dewasa ini.Dimanapun, hampir 
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di setiap tempat di seluruh provinsi negeri ini. Hal ini menjadi sangat ironis, 

mengingat anak  yang – notabene nya generasi penerus bangsa seharusnya 

mendapatkan kasih sayang orangtua, perhatian, bimbingan, serta pendidikan 

penuh cinta-kasih, justru mengalami hal yang sebaliknya. Mungkin inilah yang 

menjadi salah satu faktor mengapa rentetan problematika bangsa di atas terus 

terulang kembali dan seakan tidak berpenghujung. 

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi 

yang berjudul “Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga 

Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasaan dan latar belakang di atas, yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana hukum kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap 

perempuan menurut UU No. 23 Tahun 2004 ? 

2. Bagaimana hukum kekerasan fisik dalam rumah tanggaterhadap 

perempuan menurut hukum Islam ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian terhadap permasalahan ini adalah : 

1. untuk mengetahui hukum kekerasan fisik dalam rumah tangga 

terhadap perempuan menurut pandangan UU. No 23 Tahun 2004. 

2. Untuk mengetahui hukum kekerasan fisik dalam rumah tangga 

terhadap perempuan menurut pandangan Hukum Islam. 

 



 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dan kegunaan penelitian : 

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan, pengenalan, danpengalaman 

kepada penulis untuk menerapkan dan memperluas wawasan 

penerapan teori dan pengetahuan yang telah diterima di dalam 

perkuliahan pada kegiatan nyata. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan wawasan kepada pembaca mengenai hukum kekerasan fisik 

terhadap perempuan menurut perspektif hukum Islam dan kitab 

undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan 

dalam rumah tangga. 

E. Penelitian Terdahulu. 

 Sebelum membahas lebih lanjut tentang hukum kekerasan fisik terhadap 

perempuan menurut perspektif hukum islam dan kitab undang-undang No. 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penulis 

mengkaji terlebih dahulu terhadap penelitian terkait yang telah dibuat 

sebelumnya agar sedikit banyak akan membantu penelitian yang akan di bahas.  

 Di antara penelitian terdahulu yang di bahas mengenai kekerasan dalam 

rumah tangga diantaranya adalah 

1. Skripsi dari Ahmad Kamdan, “Analisis Hukum Islam Tentang 

Penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin 351 

ayat (2) dan pasal 347 ayat (1) KUHP”Di dalam skripsi tersebut 



menjelaskan tentangPandanganHukum positif mengenai penganiayaan 

terhadap ibu hamil yang mengakibatkan matinya janin, terdapat dua 

pelanggaran pidana. Yaitu penganiayaan terhadap perempuan hamil 

sehingga janin dalam kandungannya mati yang diatur dalam pasal 351 ayat 

(2) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka 

berat.Sedangkan  gugur atau matinya janin itu sendiri diatur dalam pasal 

347 KUHP tentang penguguran dan/atau pembunuhan kandungan tanpa 

persetujuan perempuan yang mengandung. Oleh karena itu, hukuman yang 

dijatuhkan ialah hukuman yang dirumuskan dalam pasal 347 ayat (1) 

sebab memuat ancaman pidana pokok yang paling berat di antara kedua 

pasal tersebut.Yaitu pidana penjara paling lama dua belas tahun.Begitu 

juga hukum pidana Islam, dalam hal ini memandang adanya dua 

pelanggaran jarimah.Di antaranya tindak pidana penganiayaan dalam jenis 

aljirahal-ja'ifah dan tindak pidana atas janin. Kedua tindak pidana 

tersebuttermasuk dalam kategori yang sama, yaitujarimah qishash diyat. 

Oleh karena itu di sini tidak terlalu dipermasalahkan mengenai 

kesengajaan dari pelaku untuk melakukan jarimah, sebab yang menjadi 

pokok permasalahan dalam jarimah qishash diyat ialah seberapa besar 

akibat yang ditimbulkan.
5
 

2. Dalam skripsi kedua yang ditulis oleh Nurlena Setyaningsi “Penanganan 

tindak Pidana kekerasan terhadap perempuan (studi kasus di UPPA Polres 

Bantul)”.Yang membahas tentang upaya penanganan tindak pidana 
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kekerasan terhadap perempuan oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak 

(PPA) polres Bantul. Diantaranya UPPA Polres Bantul melakukan 

kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait, salah satunya LSM WCC 

Rifka Annisa Yogyakarta, melakukan Sosialisasi mengenai UU No.23 

taun 2004 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, 

memberikan konseling, pemberian perlindungan hokum dan melakukan 

tugasnya sesuai UU yang mengaturnya.
6
 

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa literature-literatur 

terdahulu yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, bahwasannaya 

kedua literatur diatas hanya membahas hukum kekerasanfisik yang terjadi pada 

perempuan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 saja. 

Oleh karena itu, dalam penelitian yang penulis lakukan mengenai 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan tidak hanya akan 

membahas hukum kekerasan fisik menurut perspektif Undang-undang No.23 

Tahun 2004 namun juga hukum kekerasan fisik menurut Hukum Islam dan juga 

penulis akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tindak pidana dan factor terjadinya 

kekerasan terhadap perempuan sehingga tingkat kekerasan yang terjadi pada 

perempuan bisa di minimalisirkan. 

F. Metodelogi Penelitian 

 Setiap penelitian selalu dihadapkan pada sebuah penyelesaian yang 

diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian tersebut.Oleh karenanya dibutuhkan 

suatu metode dalam sebuah penelitian. 
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1. Jenis penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian 

kualitatif dan library research (penelitian pustaka).Yaitu penelitian yang 

menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab atau majalah.Oleh karena itu, 

penelitian akan penulis laksanakan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji.
7
 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam skripsi ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan , 

arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian 

yang meliputi : 

a. Data Primer 

sumber data primer yaitu  hukum Islam: Al-Qur‟an dan hadits. Sedangkan 

hukum pidana ,  Undang-undang No. 23 Tahun 2004 ,Undang-undang No. 

1 Tahun 1974, Undang-undang No. 13 Tahun 2006, Undang-undang  No. 

26 Tahun 2000,  KUHP: Kitab Undang undangHukum Pidana oleh 

Moeljatno. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder ialah data-data yang berkaitan dengan konsep 

tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan  dalam hukum pidana 

Islam seperti, at-Tasyri’i al-Jina’i al-Islami karya Abdul Qadir „Audah; 

Hukum Pidana Islam karya Zainudin Ali; Hukum PidanaIslam karya 
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Ahmad Wardi Muslich; Asas-Asas HukumPidana Islam karya Ahmad 

Hanafi, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid karya Ibnu Rusyd, 

Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq Minhajul Muslim  (panduan hidup 

seorang muslim ) karya syaikh abu bakar jabir al-jaza‟iri‟ , serta buku-

buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode 

deskriptif analisis. 

a. Analisa data adalah proses penyederhanaan data bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterprestasikan. Setelah data terkumpul dari 

hasil penelitian dan disusun secara sistematis. 

b. Yaitu penyusun berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara 

tepat dan jelas sesuatu yang diperoleh dari teori maupun hasil 

penelitian lapangan yang kemudian diambil kesimpulannya. 

Dengan metode ini penyusun mencoba menganalisa data untuk 

mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukumtentang kekerasan dalam rumah 

tangga menurut perspektik Hukum Islam dan Undang-undang No.23 Tahun 2004. 

H. Teknik Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi 

Program Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Raden Fatah” yang di terbitkan oleh 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang 2015. 

I. Sistematika Pembahasan 



Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas tema yang berjudul 

"Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan menurut  

perspektifHukumIslam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004. yang penulis 

susun dengan sistematika sebagai berikut. 

Bab I pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai latarbelakang 

permasalahan yang diangkat,rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan 

manfaat penelitian, metodelogi penelitian, dan sistematika penelitian dalam 

penulisan. 

Bab II Tinjauan kekerasan terhadap perempuan, yang berisikan definisi 

terhadap perempuan, hukum kekerasan terhadap perempuan, factor yang menjadi 

penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, macam-macam 

kekerasan terhadap perempuan, definisi kekerasan terhadap perempuan menurut 

menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam.Definisi tindak 

pidana penganiayaan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004. 

Bab IIIkekerasan fisik terhadap perempuan dalam rumah tangga, di dalam 

bab ini berisikan hukum kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-

undang No. 23 Tahun 2004, dan hukum kekerasan fisik terhadap perempuan 

menurut Hukum Islam.  

Bab IV penutup, bab ini merupakan bagian dari penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran. 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 

 

A. Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan 

Allahmenciptakan manusiauntuk menjadikan mereka pemimpin di dunia. 

Mereka yang akan menciptakan ketenteraman dan kesejahteraan di dunia. 

Manusia diciptakan Allah dengan dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan untuk 

bertakwa kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia.Seperti halnya 

yang tertera didalam al-qur‟an surah An-Nisa‟ ayat 1 : 

,,,ٌاٌهاانىاس اتقَىاربكم انذي خهقكم مه وفس واددةوخهق مىها سوجهاوبث مىهمارجالا كثٍزا ووساء  

Perempuan diciptakan untuk menjadi pasangan atau teman laki-laki.Pada 

dasarnya saat menciptakan manusia, Allah telah menciptakan dalam bentuk jiwa 

dan raga, beserta sifat-sifat dasar manusia seperti ingin dicintai dan mencintai, 

kebutuhanseksual, dan sebagainya.Maka dari kedua jenis manusia itu diciptakan 

berbeda untuk saling mengisi.
8
 

Pada umumnya, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, 

sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan 

harkat dan martabatnya. Secara mendasar, Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi, 

hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memiliki sesuatu, serta hak untuk 

mengenyam pendidikan.Hak-haktersebut merupakan kodrat manusia, siapapun 

tidak boleh merampas hak-hak yang telah dimiliki sejak dalam kandungan 

tersebut.Pada hakikatnya Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan 
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penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus.Secara umum sifat perempuan 

yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara.Kekerasan adalah 

perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun nonverbal) yang 

ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, 

mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan 

dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma 

psikologis bagi korban.
9
 

Tindak kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk 

pelanggaran hak azasi manusia.Bentuk tindak kekerasan yang termasuk dalam 

ruang lingkup ini mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran 

rumah tangga.Jadi dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan 

adalah setiap perbuatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan / atau 

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 

rumah tangga.
10

 

B. Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan 

Ikatanperkawinan pada dasarnya akan mengakibatkan hubungan hukum 

tentang hak dan kewajiban, diantaranya (a) hak antara kewajiban suami istri, (b) 
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hak dan kewajiban suami istri terhadap anak-anaknya, (c)  hubungan hukum 

dalam kaitannya dengan pihak ketiga.
11

 

Secara sosiologis dan etis, kekerasan merupakan tindakan yang dipandang 

sangat tercela. Oleh karena penegakan norma-norma etika atau moral secara 

umum bersumber pada kesadaran dalam diri setiap orang, dalam situasi seperti 

sekarang ini tampaknya sangat sulituntuk dihilangkan dikarenakan kekerasan 

dalam rumah tangga dipandang sebagai fenomena sosial yang sulit untuk 

dihapuskandan sulitterungkap, karena para korban menutup rapat masalah 

keluarganyakarena mereka merasa bahwa permasalahan keluarga sangatlah intim 

dan korban merasa bahwa orang lain tidak bisa menghadapinya. 

Sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku laki-laki dan perempuan 

menurut pandangan islam adalah berbeda. Di dalam Islam kekerasan dalam rumah 

tangga dapat diartikan sebagai tindak hukum pidana Islam, dimana KDRT 

biasanya diawali dengan perbuatan nusyuz.Nusyuz bukan hanya perempuan 

(isteri) yang menjadi pelaku tapi juga laki-laki (suami), hal ini berlandaskan  Al-

Qur‟an surah An-Nisa : 128 

وإن امزأة خافت مه بعهها وشىسا أو إعزاضا فلا جىاح عهٍهما أن ٌصهذا بٍىهما صهذا وانصهخ خٍز 

(١٢٨)وأدضزت الأوفس انشخ وإن تذسىىا وتتقىا فإن اللَّه كان بما تعمهىن خبٍزا         

Diantara tanda-tanda nusyuz nya laki-laki (suami) yaitu : (1) menjauhi istri, 

(2) bersikap kasar, (3) meninggalkan untuk menemaninya, (4) meninggalkan dari 

tempat tidurnya, (5) mengurangi nafkahnhya, (6) atau berbagi beban berat lainnya 
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bagi isteri.
12

jika seorang perempuan (istri) khawatir suaminya akan nusyuz atau 

bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang 

sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu 

menurut tabiatnya kikir.  

Dalam nusyuz suami, yang ditekankan cara penyelesaiannya adalah 

dengan ishlah (perdamaian), akan tetapi jika hal ini tidak berhasil, maka hakim 

boleh menjatuhkan ta‟zir. Adapun bentuk-bentuk ta‟zir yang bisa dijatuhkan 

kepada seseorang yang melakukan kesalahan yang tidak bisa di “had” dan 

“kafarah” seperti dalam kasus nusyuz suami, yaitu : (a) Pemukulan yang tidak 

melukai, (b)Penahanan (penjara), dan/ataupun (c) Memecat dari kedudukannya. 

Bentuk dan jenis hukuman ta‟zir yang ditujukan untuk laki-laki (suami) 

diserahkan kepada pejabatan yang berwenang, karena hukuman ta‟zir secara 

bahasa bermakna mendidik atau memperbaiki, sedangkan menurut istilah artinya 

mengajarkan adab atau mengambil tindakan atas dosa yang tidak dikenakan 

hukuman had dan tidak ada kafarah. 

Sedangkan menurut pandangan UU No. 23 Tahun 2004 laki-laki (suami) 

yang bersikap nusyuz terhadap isterinya dianggap melakukan perbuatan kekerasan 

dalam rumah tangga, dan kejahatan tersebut merupakan hidden-crime atau 

kejahatan yang tersembunyi dan bisa juga disebut “kejahatan di balik pintu 

tertutup”.
13

Salah satu tujuan dari diundangkannya Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2004 untuk mengatasi hambatan dan menumbuhkan kepercayaan diri serta 
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meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, selain itu Kapolri juga 

mengeluarkan Peraturan Kapolri (Per-Kapolri) No. 10 Tahun 2007 Tentang Organ 

dan struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), yang  

merupakan ”payung hukum” bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga 

untuk  melapor dan menangani tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, 

sebelumnya disebut Ruang Pelayanan Khusus (RPK) tempat melaporkan 

kasusnya dengan aman kepada polisi yang empatik, penuh perhatian dan 

professional. 

Dengan demikian, hal ini membuat sebagian masyarakat sudah mulai 

memberikan laporan-laporan tentang tindak kekerasan yang dialami atau 

dilihat.
14

Namun, sering kali terlupakan bahwasannya penyebab lemahnya 

penegakan hukum di Indonesia terkadang dikarena krisis moralitas tokoh-tokoh 

elit negeri ini yang masih mementingkan kepentingan pribadi daripada 

memikirkan masa depan negeri ini. Jika para petinggi negeri ini saja sudah berani 

melanggar hukum, begitupun dengan masyarakat biasa.Bukan hal yang aneh jika 

sangat banyak pelanggar hukum di Indonesia yang bisa bebas tanpa harus 

ditindaklanjuti kasusnya.Kekerasan terhadap perempuan ataupun anak apapun 

bentuknya,mulai dari penelantaran,  eksploitasi, diskriminasi, sampai pada 

perlakuan yang tidak manusiawi, akan terekam dalam alam bawah sadar mereka 

hingga beranjak  dewasa bahkan sepanjang hidupnya. 

Pada dasarnya setiap orang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan 

hak-hak yang sama. Tidak terkecuali  seorang anak, dimana hak-hak yang melekat 
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pada dirinya juga bagian dari hak asasi manusia. Sesuai dengan prinsip-prinsip 

yang dinyatakan dalam piagam PBB, hak anak berarti hak asasi untuk anak, yaitu 

merupakan pengakuan atas  martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh 

siapapun. Anak-anak  berhak untuk hidup, memperoleh pendidikan, kesehatan, 

perlindungan, dan hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam 

semua hal yang mempengaruhi kehidupannya. UUD 1945 juga menyatakan 

bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 

serta berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”,
15

 maka dapat 

dipastikan  bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib 

menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi 

manusia (HAM).  

Orangtua sebagai pengemban amanah dari Allah berkewajiban melakukan 

pemeliharaan terhadap anak-anaknya yang masih kecil maupun yang sudah besar 

akan tetapi belum tamyiz tanpa membedakan jenis kelamin sang anak, memenuhi 

segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak serta apa yang dapat mendukung 

pertumbuhan dan perkembangannya, menjaganya dari sesuatu yang dapat 

menyakiti dan membahayakan kesehatannya, mendidiknya baik jasmani maupun 

rohani serta akalnya agar dapatmandiri dalam mengarungi kehidupan dan 

memikul beban tanggungjawab. Inilah konsep ideal dalam pemeliharaan anak 

yang ditawarkan oleh as-Sayyid Sabiq.
16
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Para fukaha telah menyepakati bahwa suami ataupun ayah pada 

umumnyaberhak melakukan kekerasan fisik dengan alasan untuk mendidik 

istrinya dan anak-anaknya atas maksiat yang tidak terkena hukuman hudud, 

seperti menemui  yang bukan muhrimnya, tidak menghias diri di depan  suami, 

keluar rumah tanpa izin, mendurhakai perintah-perintah suami ataupun ayah, dan 

memboroskan harta.menurut pendapat yang kuat, suami harus mentakzir istrinya 

jika ia meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah, bila istrinya seorang 

muslimah,seperti meninggalkan salat dan puasa.
17

 

Sudah disepakati juga bawa suami tidak boleh memukul istri hanya karena 

istri dikwatirkan akan melakukan nusyuz sebelum tampak nusyuznya sebab suami 

boleh memukul istrinya setelah kedurhakaannya tampak dan benar-benar terjadi.
18

 

Sebagian pakar berpendapat bahwa jika pada rumusan suatu delik dimuat unsur-

unsur melawan hukum, unsur tersebut harus dibuktikan.Dan sebaliknya jika tidak 

dirumuskan, tidak perlu dibuktikan. Kebanyakan orang menganggap kekerasan 

hanya dalam konteks yang sempit, yakni seperti perang, pembunuhan atau 

kekacauan, padahal kekerasan itu bentuknya bermacam-macam fenomena yang 

dapat di kategorikan dalam kekerasan seperti ini banyak sekali jumlahnya.
19

Ada 4 

jenis kekerasan
20

 : 

1. Kekerasan langsung (direct violence ): mengacu pada tindakan yang  

menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung, yang termasuk 
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dalam kategori adalah semua bentuk pembunuhan dan semua  bentuk 

tindakan paksaan atau brutal syang menyebabkan penderitaan fisik atau 

psikologis seseorang (penyiksaan, penganiayaan) tindakan tersebut 

mengganggu hak-hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup 

2. Kekerasan tidak langsung (indirect violence : mengacu pada tindakan 

kekerasan melalui perantara atau kelalaian. 

3. Kekeraasan represif (repressive violence):berkaitan dengan pencabutan  hak-

hak dasar selain hak untuk hidup dan hak untuk di lindungi dari  kecelakaan 

4. Kekerasan alienatif ( alienating violence ): pencabutan hak individu  yang 

lebih tinggi. 

Di kutip dari undang-undang No.23 tahun 2004 (Pasal 5 huruf a ) : yaitu 

kekerasan fisik adalah perbuatan yangmengakibatkan rasa sakit,jatuh sakit, atau luka 

berat, sedangkan Pasal 6 dan pasal 44 mengenai Ketentuan pidana terhadapkekerasan 

fisik bahwasannya: 

 

a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah 

tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf “a “dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
21

 

b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 

korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 

(tiga puluh juta rupiah). 
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c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat “2” mengakibatkan 

matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 

belas)tahun atau denda palingbanyakRp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta 

rupiah). 

d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau 

halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau 

kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 

bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

Dalam pelaksanaannya, kerapkali aparat penegak hukum mendapatkan 

hambatan-hambatan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap 

perempuan.Adapun hambatan yang dihadapi yaitu : 

1. kurangnya saksi dan bukti sehingga menyulitkan aparat untuk melakukan 

penyidikan lebih lanjut. 

2. korban tidak melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian 

yangdialaminya merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya. 

3. korban telatmelapor dan telat untuk melakukan visum, dan 

4. korban mencabutlaporannya pada saat laporannya sedang diproses 

bahkan ada yang sudah masuk dikejaksaan sehingga menjadi mentah lagi, 

dan tersangka kadang melarikan diri sehingga menyulitkan pihak 

kepolisian karena tidak adanya tersangka maka kasus tidak dapat 

dilanjutkan. 



Namun, di dalam Hukum Islam, hukuman yang di berikan kepada pelaku 

tindak penganiayaan itu ditentukan oleh kejahatan itu sendiri.Hukuman dibagi 

menjadi beberapa macam yaitu
22

:  

a. Hukuman diitinjau dari sudut kaitan anatara hukuman yang satu dengan 

yang lainnya : 

1. Hukuman pokok (al-uqubat al-ashliyyah), yaitu hukuman utama bagi 

suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang 

membunuh dengan sengaja.Maksudnya hukuman yang telah pasti 

hukumannya, dan janganlah melebihi dari siksaan yang ditimpakan 

atas yang diperbuat, seperti hukuman qisas pada penghilangan bagian 

badan dan pelukaan sesuai dengan firman Allah dalam al-Maidah ayat 

45
23

dan al-Baqarah ayat 178. 
24

 

2. Hukuman pengganti (al-uqubat al-taba’ iyyah), yaitu hukumanyang 

menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) yang karena 

suatu sebab tidak dapat dilaksanakan , seperti hukuman ta‟zir yang 

dijatuhkan bagi pelaku karena jarīmah had yang didakwakan 

mengandung unsur kesamaran atau syubhat, dan hukuman diyat yang 

dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban, 

menurut Ibnu Manzhur dalam kitab Lisān Al-Arab hukuman ta‟zir 

makna dasarnya adalah pengajaran, dan berfungsi untuk mencegah 
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pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya 

dari maksiat.
25

 

3. Hukuman tambahan (al-uqubah al-taba ‘iyyah), yaitu hukuman yang 

dikenakan mengiringi hukuman pokok. Misalnya seorang pembunuh 

pewaris, tidak mendapat warisan dari harta si pembunuh. 

4. Hukuman pelengkap (al-uqubah al-takmiliyah), hukuman untuk 

melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan,  namun harus 

melalui putusan tersendiri oleh hakim. Hukuman pelengkap inimenjadi 

pemisah dari yang hukuman tambahan tidak memerlukan keputusan 

tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena 

melakukan tindak kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang 

telah dipotong di leher pencuri. 

b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka 

hukuman dapat dibagi menjadi dua: 

1) Hukuman yang mempunyai batas tertentu, artinya hukuman yang telah 

ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambah 

atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan 

hukuman yang lain. Ia hanya bertugas menerapkan hukuman yang 

telah ditentukan tadi seperti , hukuman yang termasuk kedalam 

kelompok jarīmah hudūd dan qiṣās ̣/ diyat.
26
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2) Hukuman yang merupakan alternative karena mempunyai batas 

tertinggi dan terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang 

dianggap menecerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan hakim 

ini, hanya ada pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok 

ta‟zir. Umpamanya hakim dapat memilih apakah si terhukum akan 

dipenjarakan atau didera 

c. ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman, yaitu:  

1. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota 

badan manusia seperti hukuman potong tangan dan dera.  

2. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukuman mati. 

3. Menurut Ahmad Hanafi, hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, 

bukan badan atau nyawanya, tetapi hukuman yang bersifat psikologis, 

seperti ancaman, peringatan atau teguran. 

4. Hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya kebebasan manusia atau 

hilangnya kemerdekaan, seperti hukuman penjara ataupengasingan. 4. 

Hukuman terhadap harta benda si pelaku jarīmah 

,sepertiperampasan(penyitaan), diyat, dan denda.
27
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C. Macam-Macam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di 

dalam Islam 

Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan selalu meningkat dan 

masih banyak yang belum terselesaikan, Makin maraknya kekerasan dalam rumah 

tangga yang terjadi dewasa ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam 

terutama kekerasan terhadap wanita. 

Hampir setiap hari media masa, baik cetak maupun elektronik selalu ada 

yang memberitakan tentang tindak kekerasan terhadap istri, anak, ataupun anggota 

keluarga lainnya. Contohnya pada Koran Sriwijaya Post terbit Selasa, 20 Juni 

2017  hlm 20,  judul “Polisi Tangkap Pembuang Bayi” kasus pembuangan bayi 

yang di lakukan ibu kandungnya hingga menyebabkan sang bayi meninggal 

merupakan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang di karenakan sang ibu 

kwatir tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sang bayi. 

Berdasarkan Syariat Islam adabeberapa bentuk kekerasan yang bisa 

menimpa wanita: 

1. Qadzaf yakni menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bisa memberikan 

bukti yang bisa diterima oleh syariat Islam. Sanksi hukumnya adalah 80 

kali cambuk 

2. Membunuh: pembunuhan merupakan suatu bentuk pengingkaran 

terhadap eksistensi jiwa manusia, dengan cara melakukan suatu perbuatan 

yan dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Menurutt pendapat 

Abd al-Qadir „Audah, pembunuhan didevinisikan sebagai suatu tindakan 

seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa 



orang lain. (Abd al-Qadir „Audah, 6 )Hal ini bisa menimpa wanita atau 

laki-laki. Dalam hal ini sanksibagi pelakunya adalah qishas. Diwajibkan 

atas kamu qishos berkenaandengan orang-orang yang dibunuh" (QS Al 

Baqarah: 179). 

3. Bentuk kekerasan lain yang menimpa wanita (termasuk juga laki-laki) 

adalah penyerangan terhadap anggota tubuh. Siapapunyang 

melakukannyawalaupun oleh suaminyasendiri adalah kewajibanmembayar 

1diyat/tebusan(100 ekor unta) jikaterbunuh. Dan jika organ tubuh yang 

disakiti maka diyatnya adalah: untuk 1 bijimata ½ diyat (50 ekor unta), 

setiap jari kaki dan tangan,10 ekor unta; luka sampaiselaput batok kepala, 

1/3diyat; luka dalam, 1/3 diyat;luka sampai ke tulang danmematahkannya, 

diyat 15ekor unta; setiap gigi, 5 ekorunta; luka sampai ke tulanghingga 

kelihatan, diyat 5ekor unta. 

4. Perbuatan Cabul seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan 

(namunbelum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 tahun, 

ditambah jilid dan pengusiran.
28

Kasus ini paling banyak menimbulkan 

kesulitan dalam penyelesaiannya , baik pada tahap penyidikan, penuntutan 

maupun pada tahap mengambil putusan, karena selain kesulitan dalam 

batasannya maupun mengenai pembuktiannya,  misalnya perkosaan atau 

perbuatan cabul pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.
29
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Adapun menurut imam Abu Hanifah dan asy-Syafi‟I, suami bertanggung 

jawab atas kerusakan pada istrinya, baik pemukulan di anggap pendidikan 

ataupun pemukulan yang lebih keras dari itu,dengan alasan bahwa pendidikan 

adalah suatu perbuatan yan masih memberi hak hidup bagi orang yang di didik 

(istri). 

Jika pemukulan mengakibatkan kerusakan ataupun kematian pada 

orang yang di pukul (istri) atau rusaknya salah satu anggota badannya, 

perbuatan tersebut berarti pembunuhan atau pemotongan, bukan pendidkan, 

alasan imam asy-Syafi‟I bahwa pendidikan terhadap istri tidaklah wajib atas 

suami, tetapi merupakan haknya dan dituntut bertanggung jawab atas hasil 

ijtihadnya
30

 

Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga secara selektif 

membedakan fungsi perlindungan dengan fungsi pelayanan.Artinya tidak 

semua institusi dan lembaga itu dapat memberikan perlindungan apabila 

melakukan tindakan hukum dalam rangka pemberian saksi kepada pelaku 

.Perlindungan oleh institusi dan lembaga non-penegak hukum hukum 

lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan, dan 

rehabilitasi.Namun tidak sampai kepada litigasi.Tetapi walaupun demikian, 

peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya 

mencegah dan menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga. 
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D. Faktor–Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap 

Perempuan 

 Sudah menjadi rahasia umum bahwasannya, laki-laki lebih cenderung 

menunjukan kurangnya kontrol-diri secara umum dan lebih agresif dalam aktivitas 

kriminalnya ketimbang wanita yang terlibat dalam tindak kejahatan terutama 

kekerasan fisik,
31

 maraknya  kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi saat 

ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya : 

1. Ekonomi 

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya atau 

istrinya, ataupun juga tindak kekerasan yang dilakukan oleh ibu terhadap 

anak-anaknya banyak terjadi pada keluarga dengan ekonomi menengah 

kebawah , karena berbagai faktor yang meliputi seperti rumah yang mereka 

miliki terlalu sempit dengan jumlah anggota keluarga yang banyak, sulitnya 

memenuhi kebutuhan hidup, penghasilan yang sedikit dengan kebutuhan yang 

banyak, pendidikan, kesehatan yang mahal. Yang semuanya dapat 

mempengaruhi jiwa dan tekanan mental seseorang yang sering kali di 

lampiaskan kepada anggota keluarga yang usianya lebih muda menerima 

kekerasan itu. 
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2. Keluarga 

Mengenai pentingnya keluarga dan kontribusinya pada kejahatan, Wilson 

dan Hernnstein (1985)
32

 menyatakan bahwa “keluarga yang buruk akan 

menghasilkan anak yang buruk”(hlm.215).lebih lanjut keduanya 

menjelaskan “semakin besar rasio imbalan (materi dan nonmateri) dari non-

kejahatan dibanding imbalan (materi dan nonmateri) kejahatan, semakin 

lemah tendensi untuk melakukan. Kesadaran, penerimaan teman. Dan 

perasaan tentang adanya ketimpangan akan meningkatkan atau menurunkan 

nilai total dari kejahatan; opini keluarga, teman, dan atasan adalah penting 

untuk menghindari bertindak criminal, sebagaimana keinginan untuk 

menghindari dari hukuman yang dijatuhkan dari system peradilan 

criminal.
33

 

3. Kejiwaan atau psikologis 

Sikap orang tua terhadap anak dapat mempengaruhi kejiwaan atau 

psikologis anak, hal ini di karenakan orangtua kerap kali memberikan rasa 

kasih sayang yang berlebihan ataupun sebaliknya dengan tidak memberikan 

perhatian terhadap anak dapat menyebabkan anak menjadi pemalu, cemas, 

ketakutan, tidak patuh, pemarah, dan sulit mendapatkan teman. Hal ini 

tentunya dapat mempengaruhi psikologis anak baik diwaktu kecil ataupun 

disaat beranjak dewasa. 
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4. Pendidikan 

Minimnya pengetahuan suami istri ataupun pelaku dan korban menjadi 

salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan.Namun demikian, tentu 

bukanlah jaminan bahwa pendidikan yang tinggi dapat menghilangkan 

tingkat kekerasan.Kekerasan  terhadap perempuan dapat terjadi sebagai 

akibat dari tidak dipahaminya hukum-hukum kekeluargaan atau dipahami 

dengan cara yang salah (Anggraini.2000:5)
34

 

5. Kurangnya pemahaman agama 

Tetapi faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah: faktor 

lemahnya iman. Jika lemahnya iman seseorang atau iman seseorang tidak 

ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya. 

 

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kunci yang 

paling utama yang dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana adalah: iman.
35

 

Jika iman telah ada niscaya perbuatan itu tidak akan terjadi. Apabila hal ini terjadi 

juga, maka hakim harus memutuskan dan menetapkan hukuman yang setimpal 

bagi si pelaku.Faktor lemahnya iman di sini  merupakan faktor yang sangat 

mendasar yang  menyebabkan seseorang  melakukan sebuah kejahatan.  

Jika kelima faktor itu telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana 

dengan mudah. Tapi apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut di atas tidak 
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terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi. Misalnya saja apabila hanya ada 

faktor ekonomi dan faktor pendidikan, sedangkan faktor kesempatan tidak ada 

maka perbuatan itu tidak akan terjadi. Demikian juga apabila hanya ada faktor 

kesempatan, sedangkan faktor keinginan tidak ada serta faktor imannya ada maka 

perbuatan itu juga tidak akan terjadi. 

Terlepas dari kelima faktor diatas bahwasanya, pada kenyataannya 

perempuan jauh lebih traumatis dari pada yang laki-laki.Hal ini disebabkan oleh 

tiga penjelasan besar mengenai terjadinya tindakan kekerasan/pelecehanseksual 

tersebut yakni: 

1. Kondisi internal pelaku, karakteristik pribadi pelaku kekerasan/pelecehan 

seksual yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi. 

2. Karakteristik pribadi korban. disini, kekerasan/pelecehan seksual yang 

dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban sendiri yang 

mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu 

yang menyebabkannya mudah mengalami kekerasan/pelecehan seksual. 

3. Feministik, dimana kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan 

merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang 

mengutamakan dan menomor satukan kepentingan dan perspektif laki-laki, 

sekaligus menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah 

dan kurang bernilai dibandingkan lak-laki. 

 

 

 



BAB III 

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA 

 

A. Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut 

Hukum Islam. 

1. Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam. 

Hukum Pidana Islam atau “jarimah” yang diartikan sebagai larangan 

syara’ yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari‟at (Allah) dengan hukuman 

had atau ta’zir. para fuqaha menggunakan kata “jinayah” untuk istilah jarimah 

yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang.
36

Kedua istilah tersebut 

memang berbeda namun memiliki esensi arti yang sama.Dari pembahasan 

sebelumnya diatas dapat diketahui bahwa Hukum Pidana Islam adalah 

seperangkat aturan yang dikhususkan terkait dengan perbuatan-perbuatan 

terhadap manusia yang berhubungan dengan nyawa, badan dan harta benda 

yang didasarkan pada syariat Islam. Sebagai hukum yang bersumber pada 

syariat Islam, maka Hukum Pidana Islam berlaku bagi seluruh umat Islam atau 

bagi manusia yang berada dalam wilayah pemerintahan islam yang telah 

mukallaf (halimah, 1968:67).
37

 

Di antara hak suami di dalam Hukum Islam adalah mendidik istrinya 

apabila si istri tidak mematuhi apa yang di wajibkan oleh Allah untuk dia taati, 

seperti malas bila diajak berhubungan oleh suaminya atau keluar rumah tanpa 
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seizin suaminya,
38

 Dasar hak ini adalah firman Allah SWT, QS. An-Nisa 

(4)34 : 

انزجال قىامىن عهى انىسآءبمافضم اللَّ بذض وبمااوفقىامه امىانهم 
ط 

فانصهذت قىتت دفظت نهخٍب 

بمادفظ اللَّ 
ط 

وانتً تخافىن وشىسهه فذظىهه واهجزوهه فى  انمضا جع و اضزبىهه 
ج

فاواطذىكم فلا 

تبخىا عهٍهم سبٍلا
 ط

,,,ان اللَّ كان عهٍا كبٍزرً   

Maksudnya ialah laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), 

karena Allah  telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian 

yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan 

nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah 

mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika  (suaminya) tidak 

ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu 

kwatirkan akan nusyuz 
39

, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, 

tinggalkan mereka di tempat tidur, (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah 

mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari 

alasan untuk menyusahkannya.Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. 

 

Telah di sepakati oleh fukaha bahwa suami pada umumnya 

berhakmendidik istrinya atas maksiat yang tidak terkena hukuman hudud, seperti 

menemui  non muhrimnya, tidak menghias diri di depan  suami, keluar rumah 

tanpa izin, mendurhakai perintah-perintah suami, dan memboroskan harta suami , 

menurut pendapat yang kuat, suami harus mentakzir istrinya jika ia 
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meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah, bila istrinya seorang muslimah,seperti 

meninggalkan salat dan puasa.
40

 Seperti yang terdapat di dalam hadits berikut : 

ر: قال , عن ابن عباس رض ي الله عنهما 
ُ
فرْن أ

ْ
يت النارفإذا أكثر أهلها النساء يك

فرن 
ْ
إحداهناالدهرثمرأت منك شيئا قالت مارأيت منك خيرا قط قيل أيكفرْن باالله قال يك

 حسنت إلى 
َ
 اِلإحسان لو أ

 

Dialog Rasulullah SAW bersama Ibnu Abbas r.a., Nabi Saw. pernah 

bersabda, “Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah 

wanita-wanita kafir”. ditanyakan kepada Rasulullah Saw., “Apakah mereka kafir 

kepada Allah?” Rasulullah Saw. menjawab, “Mereka kafir (tidak berterima kasih) 

kepada suami dan tidak berterima kasih atas kebaikan suami. seandainya kamu 

berbuat baik kepada salah seorang dari para wanita tersebut dalam waktu yang 

lama lalu dia melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak disenanginya niscaya dia 

akan mengatakan, „Aku tidak pernah kau perlakukan dengan baik.”
41

 

Di dalam Ensiklopedia Hukum Pidana Islam maksud “Mendidik” adalah 

untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang. Pendidikan di 

mulai dengan cara yang paling ringan.
42

Suami tidak berhak memukul istrinya 

dengan sesuka hatinya karena hak suami terbatas pada pukulan yang tidak 

melukai.Pukulan yang tidak menyakitkan adalah pukulan yang tidak 

keras.Sebagian fukaha menafsirkannya dengan pukulan yang menyakitkan, tetapi 

tidak sampai mematahi tulangnya dan tidak sampai mengeluarkan darah serta 
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pantas dianggap sebagai pendidikan.Sebagian lagi memberi pengertian dengan 

pukulan yang tidak menimbulkan bekas. 

Semua penafsiran tersebut, meski berbeda ungkapannya, memiliki arti 

yang sama. Pukulan untuk mendidik di isyaratkan tidak memukul muka dan 

tempat-tempat yang mengkwatirkan dan rawan, seperti perut.
43

Jika pemukulan di 

lakukan dalam batas-batas yang wajar maka suami tidak bertanggung jawab atas 

pemukulan tersebut karena pemukulan tersebut merupakan haknya yang mubah 

(boleh) baginya.Kendati demikian, batas-batas ini dalam penerapannya dapat 

berbeda-berbeda menurut perbedaan orangnya. 

2. Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rangka Mendidik. 

Al-Qur‟an sebagai sumber hukum Islam memang tidak mencakup seluruh 

persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara 

mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam 

sangat memberi perhatian terhadapkekerasan dalam rumah tangga. Al-Qur‟an dan 

Hadits diyakini umat Islam sebagai sumber hukum pertama dalam semua 

tindakan. Kedua sumber tersebut dipelajari dan dikaji di lembaga pendidikan dan 

lapisan masyarakat, sehinggalumrah jika terjadi banyak penafsiran. Salah satu di 

antaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. 

Dalam tafsir al-Azhar dijelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan 

suami terhadap istri yang Nusyuz yaitu dengan cara “maka ajarilah mereka”
44

beri 

mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka  dengan baik, sadarkan mereka 

akan kesalahanya. Suami hendaklah  menunjukan pimpinan yang tegas dan 
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bijaksana, cara yang kedua yaitu dengan cara “pisahkanlah mereka dari tempat 

tidur, kerapkali istri  menjadi hilang kesombonganya karena pengajaran 

demikian.Tidak jarang pula ada perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang  

lebih kasar, maka pakailah cara yang ketiga “dan pukulah mereka” tentu saja cara 

yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan  yang sudah memang patut 

dipukul.
45

 

3. Kekerasan Terhadap Perempuan Murni Kriminalitas 

Kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan Islam, bisa disebut 

kejahatan atau bukan ketika bersesuaian dengan konsep Islam dalam memandang 

kekerasan sebagai kejahatan.Kejahatan atau jarimah adalah perbuatan-perbuatan 

tercela (qabih) yang ditetapkan oleh hukum syara.Inilah standar penting untuk 

menilai apakah perbuatan tersebut termasuk kriminalitas atau bukan.Kejahatan 

juga bukanlah suatu yang fithri pada diri manusia.bukan pula "profesi" yang 

diusahakan oleh manusia. Juga bukan penyakit yang menimpa manusia.Kejahatan 

adalah tindakan melanggar aturan, baik aturan dengan Rabbnya, dirinya, dan 

dengan manusia lainnya.
46

Sehingga dalam Islam Homoseksual atau masokhisme 

adalah kejahatan, bukan penyakit mental apalagi pembawaan manusia. 

Dari pembahasan sebelumnya di atas, banyak suami yang melakukan 

kekerasan terhadap istri dalam segala  bentuknya.  Para ulama fiqh membagi 

kejahatan kekerasan menjadi 5 yaitu : 
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a. Kekerasan atas anggota badan 

Yang dimaksud dengan kekerasan atas anggota badan yaitu tindakan 

perusakan terhadap anggota badan dan anggota lainnya yang disetarakan 

dengan anggota badan, baik berupa pemotongan maupun pelukaan. Seperti 

memotong tangan, telinga, jari,kuku, hidung, pencongkelan mata, 

merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis 

dan lidah. 

b. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap 

utuh.Kelompok yang di kategorikan kejahatan ini adalah menghilangkan 

daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan 

berbicara dan bersetubuh. 

c. Kekerasan fisik khusus pada bagian muka dan kepala. 

d. Pelukaan pada anggota badan selain wajah (al-jirah). Anggota badan yang 

termasuk jirah meliputi leher, dada, perut. Sampai batas pinggul . 

e. menyakiti yang tidak sampai merusak ahraf atau menghilangkan 

manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka, melainkan hanya memar, 

muka merah atau terasa sakit.
47

 

Sedangkan, Hukum bertujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan 

yang semaksimal maksimalnya dalam masyarakan.
48

 Suatu perbuatan tidak dapat 
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dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana 

yang telah ada.
49

 

Hukuman bagi suami ataupun anak yang melakukan tindak kekerasan 

murni kriminalitas di dalam Islam adalah berlakunya hukuman qisas seperti 

apabila suami melakukan tindak kekersan terhadap istri ataupun anaknya hingga 

hilangnya nyawa, namun jika tidak dapat dilaksanakan karena sebab tertentu maka 

akan berlaku hukuman ta‟zir seperti hukuman bagi seseorang yang sengaja 

membunuh namun di maafkan oleh keluarganya, Adapun hukuman tambahan 

yang dijatuhkan mengikuti hukuman pokok contohnyaseorang pembunuh yang di 

kenakan hukuman penjara dan di ikuti hukuman social yaitu pemberhentian kerja 

dari perusahan tempat ia bekerja.
50

 

Begitu juga di dalam UU No. 23 Tahun 2004, setiap perbuatan  terhadap 

seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga 

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara hukum dalam lingkup rumah tangga maka akan dikenakan 

hukuman pidana maksimal 5 (lima) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kekerasan fisik. 
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Yang menyebabkan suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak 

kejahatan tidak lain adalah karena perbuatan itu sangat merugikan kepada tatanan 

kemasyarakatan, atau kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, namabaik, 

kehormatan, jiwa dan lain sebagainya,yang kesemuanya itu menurut hukum syara‟ 

harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi.
51

 

B. Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut 

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 

Sebagian korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan 

dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau 

orang-orang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. pelaku atau korban 

kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, 

perkawinan, perwalian dengan suami, persusuhan, pengasuhan, dan anak bahkan 

pembantu rumah tangga. Ironisnya kasus kekerasan dalam rumahtanggasering di 

tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan system 

hukum yang belum dipahami.Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat 

bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.
52

 

 Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut
53

: 

a) Kekerasan fisik :  adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh 

sakit, atau luka berat.
54
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b) Kekerasan psikis : adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa 

tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
55

 

c) Kekerasan seksual : Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf c meliputi
56

: 

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 

menetap dalam lingkup rumah tangganya tersebut. 

2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup 

rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/tujuan 

tertentu. 

d) Penelantaran rumah tangga
57

 : yaitu Setiap orang dilarang menelantarkan 

orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang 

berlaku baginya atau karenapersetujuan atau perjanjian ia wajib 

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang 

tersebut.juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan 

ketergantungan ekonomi dengan caramembatasi dan/atau melarang untuk 

bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di 

bawah kendali orang tersebut. 

Undang-Undang PenghapusanKekerasanDalam Rumah Tangga 

secaraselektif membedakan fungsi perlindungan dengan fungsi 

pelayanan.Artinya tidak semua institusi dan lembaga itu dapat memberikan 
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perlindungan apabila melakukan tindakan hukum dalam rangka pemberian saksi 

kepada pelaku. 

Perlindungan oleh institusi dan lembaga non-penegak hukum hukum lebih 

bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan, dan 

rehabilitasi.Namun tidak sampai kepada litigasi.Tetapi walaupun demikian, 

peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya 

mencegah dan menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga. 

Salah satu upaya tersebut ialah dengan tidak membedakan pendidikan dan 

pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan 

persyaratan yang di tentukan.
58

wanita memiliki hak untuk memilih, dipilih, 

diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan 

peraturan perundang-undangan.
59

Wanita berhak untuk mendapatkan 

perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-

hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan 

dengan funsi refroduksi wanita.
60

 Wanita telah dewasa dan atau telah menikah 

berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh 

hukum agamanya.
61

 Bukan hanya itu saja, wanita memiliki hak dan tanggung 

jawab yang sama dengan suaminya ataupun mantan suaminya baik dalam semua 

hal kehidupan perkawinan, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anaknya, 
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semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak 

setelah putusnya perkawinan.
62

 

C. Perbedaan Hukum IslamDan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

Pada dasarnya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman 

dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sesuai dengan falsafah Pancasila dan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Kebahagiaan 

dalam keluarga merupakan harapan bagi semua orang. Kebahagiaan pada 

hakekatnya tidak dapat hanya dimiliki oleh salah satu atau sebagian anggota 

keluarga, namun kebahagiaan akan terwujud jika seluruh anggota turut 

mengupayakan, melestarikan dan memperoleh buahnya secara kolektif. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan 

perlindungan terhadap hak setiap warga negaranya. Undang-undang No.23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) 

tersebut bertujuan untuk menghapus berbagai macam tindak kekerasan terhadap 

perempuan serta melindungi hak-haknya berdasarkan asas
63

 : 

1) Penghormatan hak asasi manusia 

2) Keadilan dan kesetaraan gender 

3) Nondiskriminasi, dan 

4) Perlindungan korban. 
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Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk
64

 : 

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga 

2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga 

3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan 

4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. 

Kekerasan rumah tangga tidak dibenarkan atau dilarang oleh hukum 

Islam.Larangan kekerasan dalam hukum positif diatur dengan UU No.23 Tahun 

2004 Tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Undang-undang 

No. 23 Tahun 2004 melarang kekerasan dalam bentuk apapun, kekerasan fisik. 

kekerasan psikis. kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Demikian 

juga dengan Hukum Islam.Hukum Islam melarang segala bentuk kekerasan 

tersebut.Hanya saja, Ada perbedaan antara UU No. 23 Tahun 2004, dengan 

hukum Islam yang mana dalam fikih Islam dibolehkan memukul istri yang 

nusyuz dengan syarat-syarat tertentu.Pembolehan memukul ini harus memenuhi 

syarat dan kaidah yang ditentukan oleh ulama fikih.Sementara dalam UU.No. 23 

tahun 2004 tindakan tersebut dikategorikan sebagai kekerasan yang dapat 

dijatuhi sanksi. 

Peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah jika tidak disertai 

dengan kesadaran penuh dan kewajiban dari masyarakat selaku orangtua tidak 

akan membuahkan hasil apapun. Karena permasalahan seputar kekerasan yang 

terjadi terhadap perempuan tidak hanya berangkat dari satu factor, melainkan 

banyak factor yang melatar belakanginya, diantaranya adalah kemiskinan, tingkat 
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pendidikan, kedewasaan atau tingkat kematangan emosional orangtua, tingkat 

pemahaman terhadap agama, adat serta norma-norma social yang ada dalam 

masyarakat, kemudian minimnya control social terhadap tindak kekerasan. Hal 

tersebut yang kemudian menjadi penyebab seorang perempuan mendapatkan 

perlakuan yang semena-mena atau yang tidak semestinya didapatkan 

Kekerasan terhadap perempuan dalam masalah global, sudah mencemaskan 

setiap warga di dunia, tidak saja negara-negara yang sedang berkembang tetapi 

negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli terhadap Hak 

Asasi Manusia (HAM) seperti Amerika Serikat.Indonesia sebagai negara yang 

sedang berkembang, menyandang predikat buruk dalam masalah pelanggaran 

hak asasi manusia, yang salah satu diantaranya pelanggaran hak asasi manusia 

perempuan.Pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan tersebut dapat 

digolongkan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan.
65

 

Tujuan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga termuat dalam Pasal4, 

diantaranya
66

: 

a) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 

b) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; 

c) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan 

d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. 
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Namun, Jika dikaji lebih jauh Undang-undang No.23 Tahun 2004 

tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Maka penulis 

menyimpulkan terdapat beberapa kelemahan, diantaranya: 

1.  Meskipun mengandung asas kesetaraan gender. pelaku atau pun 

korban dapat terjadi pada setiap orang tanpa membedakan jenis 

kelamin, sehingga dapat terjadi pelaku juga perempuan atau istri. 

2. Ancaman pidana tidak memberikan batas minimal, dan itupun dapat 

diganti dengan denda, Dalam hal ini pihak perempuan atau istri tetap 

berada pada pihak yang dirugikan, khususnya bagi istri yang tidak 

mandiri secara ekonomi. 

3. Selain diatur delik biasa juga diatur delik aduan khusus Pasal 44 ayat 

(4). Delik aduan terdapat kadaluarsa dalam pelaporan. 

4. Jika dilakukan atau korban adalah anak berlaku UU tentang Peradilan  

5. Anak  dan hak-haknya tetap diberikan sesuai dengan UU No.35 Tahun 

2014 (UU Perlindungan Anak) 

Islam dengan jelas telah membedakan kekerasan sebagai kejahatan 

(jarimah) dengan fakta pendidikan (ta’dib) dalam rumah tangga.Dalam 

memahami ini akan megantarkan pada kesimpulan dan solusi yang keliru. 

Dan, sayangnya kekaburan ini justru terlihat pada ide dan  kebijakan pada 

UU No.23 tahun 2004 ini. Dalam kebijakannya kekerasan dalam rumah 

tangga diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama 

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara 

fisik, seksual, psikologis dan ataupun penelantaran rumah tangga, termasuk 



ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. 

 Kekerasan dalam rumah tangga didalam pandangan hukum positif 

sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan gender 

yaitu tidak adanya keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati 

status setara dan memiki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara 

penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah 

tangga secara profesioanal. 

Dari pembahasan sebelumnya, menimbulkan kesan bahwasannya 

korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri dan suami adalah 

pelakunya.padahal sangat memungkinkan korban kekerasan dalam rumah 

tangga adalah suami dan istri adalah pelaku, atau bahkan dapat pula yang 

menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah anak, orangtua, 

ataupun pekerja yang berada didalam lingkungan rumah tangga.  

Kekerasan dalam rumah tangga juga menggunakan sudut pandang 

korban sebagai pihak yang harus dibela dalam posisi benar.hal ini berakibat 

pada kesalahan dalam melihat akar masalah dan solusi yang 

diambil.Sehingga, seorang istri yang melanggar hak suami tidak dianggap 

dan suami yang memarahinya dianggap bersalah karena telah melakukan 

tekanan mental terhadap istri.
67

 

Perlu di ingat juga, salah satu penyebab meningkatnya angka 

kekerasan dalam rumah tangga adalah terjadinya perubahan social, dan salah 
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satu penyebab terjadinya perubahan social adalah pertambahan maupun 

pengurangan penduduk. Selain itu, masih terdapat beberapa faktor yang 

mempercepat proses perubahan, yaitu : a) kontak dengan kebudayaan lain, b) 

pendudk yang heterogen, c) toleransi terhadap tindakan-tindakan 

penyimpangan, d) sikap menghargai hasil karya orang lain, dan, e) animo 

untuk meningkatkan taraf hidup.
68
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari semua uraian yang telah dipaparkan diatas maka dapat  

diambil kesimpulan, Yaitu: 

1. Kekerasan rumah tangga tidak dibenarkan ataupun dilarang oleh hukum 

Islam. Larangan kekerasan ini dalam hukum positif diatur dengan UU 

No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 melarang kekerasan dalam 

bentuk apapun, baik itu kekerasan fisik. kekerasan psikis. kekerasan 

seksual dan penelantaran rumah tangga. Demikian juga dengan Hukum 

Islam. Sementara dalam UU. No. 23 Tahun 2004 tindakan tersebut 

dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dijatuhi 

sanksipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
69

. 

2. Islam memperbolehkan memukul istri yang nusyuz dengan syarat-syarat 

tertentu seperti tidak dibolehkan memukul istri hingga mengakibatkan 

luka. Pembolehan memukul ini harus memenuhi syarat dan kaidah yang 

ditentukan oleh ulama fikih.dalam fikih Islam tidak ada aturan yang secara 

khusus dankomprehensif mengenai sanksi bagi para pelaku tindak 

kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi yang dapat diterapkan adalah 
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sanksi dalam aturan umum fikih jinayah. Terkait dalam membina 

kehidupan rumah tangga Islam lebih menekankan pada perintah untuk 

mu‟asyarahatau pergaulan yang baik sesama anggota keluarga. 

A. SARAN 

1. Di dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga seluruh anggota keluarga baik karna ikatan 

perkawinan, persaudaraan, persusuan ataupun orang yang bekerja dalam 

rumah tangga,dan membantu rumah tangga dalam jangka waktu tertentu 

merupakan anggota keluarga. Undang-undang No.23 Tahun 

2004redaksinya menunjukkan kepada seluruh anggota keluarga tidak 

menunjukkan secara spesifik kepada perempuan, sehingga pemerintah 

harus membuat rancangan undang-undang yang lebih menspesifikan 

kepada wanita sebagai korban tindak kekerasan di luar rumah maupun di 

dalam rumah. 

2. Merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa 

tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di 

mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih 

perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu 

tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk 

menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan 

kebebasan asasi di segala bidang. oleh karenanya negara harus mengutuk  

tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan tidak 

berlindung dibalik pertimbangan adat, tradisi atau keagamaan.  



3. Perempuan yang mengalami tindak kekerasan harus diberiakses kepada 

mekanisme peradilan dan dijamin oleh perundang-undangan nasional 

untuk memperoleh kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian-

kerugian yang diderita.  

4. Pemerintah harus mensosialisasikan Undang-undang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang perlindungan anak 

baik di lingkungan birokrasi pemerintahan sendiri, aparat hukum maupun 

masyarakat luas pada umunnya dan yang terpenting, di lembaga-lembaga 

kemasyarakatan, oraganisasi agama yang ada ditengah-tengah masyarakat, 

serta institusi-institusi pendidikan yang ada. Tujuannya agar tercipta 

pemahaman bersama yangutuh terkait kekerasan terhadap perempuan 

anak. 

5. Dari hasil studi pustaka diatas, penulis juga menyarankan bahwa perbuatan 

kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga termasuk yang 

menyebabkan kerugian fisik, psikis, social, finansial, dan moral bagi 

individu dalam tatanan kehidupan berkeluarga, setidaknya difatwakan dan 

disosialisasikan acuan normative bagaimana kehidupan berkeluarga, 

bermasyarakat dan bernegara. 
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